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ARTICLE INFORMATION ABSTRACT 
 
  

Land administration plays an important role in managing land resources through four 

main functions, namely land ownership status, land value, land use, and land 

development. This research aims to examine the challenges and solutions in the land 

administration system in Indonesia with a focus on implementing the principles of good 

governance through the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) and 

electronic certification. Using a descriptive method with a qualitative data analysis 

approach, this research collects data from literature studies and analysis of related 

regulations. The results of the study show that challenges in the form of management 

fragmentation, incomplete data, and agrarian conflicts continue to be obstacles in 

achieving efficiency and justice in land administration. The implementation of PTSL 

and electronic certification shows an increase in transparency and accountability, 

although its implementation still faces obstacles in the form of limited technological 

infrastructure and digital literacy of the community. Therefore, policies that focus on 

technological reform and increasing community capacity are key factors in creating an 

effective and sustainable land administration system in Indonesia. 

 Keyword: land administration, good governance, land registration 
 
    

ABSTRAKSI   
 

Administrasi pertanahan memainkan peranan penting dalam pengelolaan sumber daya 

tanah melalui empat fungsi utama, yaitu status kepemilikan tanah, nilai tanah, 

penggunaan tanah, dan pengembangan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

tantangan dan solusi dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia dengan fokus 

pada penerapan prinsip good governance melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) dan sertifikasi elektronik. Menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan analisis data kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari studi literatur 

dan analisis regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan berupa 

fragmentasi pengelolaan, ketidaklengkapan data, serta konflik agraria terus menjadi 

hambatan dalam mencapai efisiensi dan keadilan administrasi pertanahan. Implementasi 

PTSL dan sertifikasi elektronik menunjukkan peningkatan dalam hal transparansi dan 

akuntabilitas, meskipun penerapannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan 

infrastruktur teknologi serta literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang 

berfokus pada reformasi teknologi dan peningkatan kapasitas masyarakat menjadi faktor 

kunci untuk menciptakan sistem administrasi pertanahan yang efektif dan berkelanjutan 

di Indonesia. 

Kata Kunci: administrasi pertanahan, good governance, pendaftaran tanah 
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PENDAHULUAN 

Tanah adalah sumber daya yang sangat 

penting bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan 

budaya di berbagai negara, termasuk Indonesia. 

Pengelolaan tanah tidak hanya bertujuan untuk 

menjamin hak kepemilikan, tetapi juga untuk 

mendorong pembangunan berkelanjutan dan 

menjaga stabilitas sosial. Namun, sistem 

administrasi pertanahan masih menghadapi 

berbagai tantangan, terutama di negara 

berkembang yang mengalami tata kelola yang 

lemah. Kelemahan ini meliputi prosedur 

administrasi yang tidak transparan, birokrasi yang 

rumit, serta praktik korupsi yang menghambat 

akses masyarakat terhadap hak atas tanah. 

Akibatnya, masyarakat yang seharusnya 

memperoleh manfaat dari tanah malah terjebak 

dalam ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan 

hak kepemilikan. 

Sebaliknya, tata kelola yang baik (good 

governance) mampu mendorong efisiensi 

pengelolaan tanah, meningkatkan kepercayaan 

publik, serta menciptakan iklim yang kondusif 

untuk pembangunan ekonomi dan investasi. 

Menurut Zakout et al., (2006), pengelolaan tanah 

yang berbasis pada prinsip tata kelola yang baik 

dapat membantu mengurangi kemiskinan dan 

mendorong pemerataan pembangunan. Tata 

kelola yang baik menekankan pada transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan, yang pada 

gilirannya menciptakan keteraturan dan stabilitas 

sosial. Grover et al., (2007) juga menekankan 

bahwa tata kelola tidak hanya melibatkan 

pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan 

masyarakat sipil, yang harus bekerja sama dalam 

menciptakan sistem administrasi tanah yang 

efektif. 

Peningkatan kualitas tata kelola ini, 

termasuk melalui teknologi informasi dan 

komunikasi modern, terbukti dapat memperbaiki 

proses organisasi dan mendukung pengelolaan 

publik yang lebih efisien serta berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat (Mansberger et al., 2012). 

Otoritas pertanahan memiliki peran yang sangat 

penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik. 

Meski tantangan dalam penerapannya sangat 

kompleks, pencapaian tata kelola yang baik 

bukanlah hal yang mustahil. Upaya yang 

terencana dan melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan dapat mengatasi permasalahan yang 

ada, seperti korupsi, keterbatasan kapasitas 

lembaga, dan partisipasi masyarakat yang rendah. 

Sebagai sistem pengambilan keputusan yang 

terorganisir, tata kelola berperan dalam 

mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan 

manusia secara efisien serta mengamankan hak 

kepemilikan atas tanah. 

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan 

kualitas tata kelola administrasi pertanahan telah 

mengalami transformasi melalui berbagai 

program reformasi, seperti Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) dan Pendaftaran 

Tanah Elektronik. Program PTSL bertujuan untuk 

menciptakan keteraturan administrasi tanah 

dengan melakukan pendaftaran tanah secara 

masal di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini 

dilakukan guna memastikan bahwa setiap tanah 

memiliki dokumen hukum yang sah, yang akan 

memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. 

Selain itu, penerapan teknologi digital dalam 

pendaftaran tanah, melalui Pendaftaran Tanah 

Elektronik, juga ditujukan untuk meningkatkan 

efisiensi, transparansi, dan keandalan dalam 

layanan pertanahan. Dengan teknologi ini, 

masyarakat diharapkan mendapatkan akses yang 

lebih cepat dan mudah dalam mengurus hak atas 

tanah. 

Studi terdahulu menunjukkan bahwa tata 

kelola yang baik dalam administrasi pertanahan 

memainkan peran penting dalam mendukung 

pembangunan berkelanjutan. Pienaar (2017), 

menegaskan bahwa tata kelola yang baik 

membutuhkan kebijakan yang transparan dan 

terbuka untuk melawan korupsi dan 

meningkatkan akuntabilitas. Di negara lain seperti 

Ethiopia, administrasi pertanahan menghadapi 

tantangan besar berupa korupsi dan kurangnya 

pendidikan masyarakat mengenai hak dan 

pengelolaan tanah (Tikue, 2016). Dalam kerangka 

global, Burns & Dalrymple (2008) menunjukkan 

bahwa administrasi pertanahan yang baik harus 

didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, dan 

partisipasi masyarakat. Bell (2007) prinsip-prinsip 

tata kelola yang baik serta melibatkan aktif 
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pemangku kepentingan dan masyarakat sipil 

sangat penting. 

Prinsip-prinsip utama administrasi yang 

baik dalam sistem kepemilikan lahan mencakup 

kesederhanaan dan fleksibilitas hukum, 

desentralisasi administrasi, akomodasi terhadap 

beragam hak atas tanah (McLaren et al., 2016), 

keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, 

pengakuan hak-hak adat, kesetaraan gender, 

perlindungan terhadap perampasan lahan, serta 

mekanisme penyelesaian konflik (Gatundu et al., 

2019), Prinsip-prinsip ini juga menekankan 

pentingnya pengakuan, pencatatan, dan 

peninjauan hak-hak atas tanah. Proses ini 

melibatkan penilaian atas hak-hak sah yang ada, 

pengumpulan data yang komprehensif terkait hak 

kepemilikan, serta evaluasi bukti untuk 

memperkuat jaminan keamanan kepemilikan bagi 

semua pemangku kepentingan (Lemmen et al., 

2016; Panday et al., 2021). 

Di Indonesia, administrasi pertanahan 

menghadapi tantangan yang seperti keterbatasan 

kapasitas kelembagaan, kompleksitas birokrasi, 

dan korupsi. Untuk mengatasi hambatan ini, 

penerapan prinsip tata kelola yang baik seperti 

transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab 

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan tanah (Sari et al., 2023). 

Kebijakan tata kelola inventarisasi dan 

pemanfaatan lahan didasarkan pada peraturan 

yang mengedepankan keadilan ekologis dan 

memastikan penggunaan lahan yang 

berkelanjutan (Basuki et al., 2023). Modernisasi 

melalui penerapan e-sertifikat telah terbukti 

meningkatkan aksesibilitas data, efisiensi, 

kepercayaan publik, dan kepastian hukum 

(Wiriani, 2024), menekankan pentingnya itikad 

baik dalam administrasi pertanahan (Laila, 2023), 

Studi Sunarno (2015) menekankan bahwa 

pengelolaan tanah pasca bencana memerlukan 

perhatian terhadap aspek teknis, nilai-nilai sosial, 

dan keadilan dalam alokasi tanah untuk mencegah 

konflik, ketidakjelasan hak milik, serta 

ketidakadilan bagi masyarakat. Menurut 

Arisaputra et al. (2017), penerbitan sertifikat hak 

atas tanah seharusnya berlandaskan pada 

keterbukaan dan pertanggungjawaban publik. 

Dengan demikian, asas-asas umum pemerintahan 

yang baik (AAUPB) perlu diadopsi secara 

menyeluruh untuk menciptakan pengelolaan tanah 

yang adil, transparan, dan berkelanjutan. 

Arisaputra et al, (2017), penerbitan sertifikat hak 

atas tanah sebaiknya berlandaskan keterbukaan 

dan akuntabilitas publik. Dengan adopsi 

menyeluruh asas-asas umum pemerintahan yang 

baik (AAUPB). 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis peran tata kelola yang baik dalam 

administrasi pertanahan, dengan fokus pada 

pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) dan Pendaftaran Tanah 

Elektronik. Kedua mekanisme ini dipandang 

sebagai langkah inovatif untuk memperbaiki 

sistem administrasi tanah melalui pendekatan 

modern yang berbasis teknologi. Melalui 

penerapan teknologi, diharapkan proses 

administrasi tanah menjadi lebih efisien, 

transparan, dan akuntabel. Kajian ini juga 

menitikberatkan pada pengintegrasian prinsip-

prinsip good governance dalam pengelolaan 

tanah, yang melibatkan pemangku kepentingan 

dan masyarakat sipil secara aktif. Reformasi ini 

diharapkan dapat mengatasi tantangan seperti 

korupsi, ketidakpastian hak milik, dan konflik 

yang timbul akibat administrasi tanah yang tidak 

tertib. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

analisis data kualitatif. Penelitian deskriptif 

bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara 

rinci, sementara pendekatan kualitatif 

memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi 

secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip tata 

kelola yang baik diterapkan dalam administrasi 

pertanahan. Pengumpulan data dilakukan melalui 

studi literatur yang meninjau teori dan praktik 

terkait tata kelola pertanahan, termasuk analisis 

berbagai regulasi, kebijakan, serta kasus empiris 

dari berbagai negara. Selain itu, penelitian ini 

menggunakan pendekatan komparatif untuk menilai 
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peran teknologi informasi, seperti PTSL dan 

sertifikasi elektronik, dalam meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis 

dengan fokus pada integrasi prinsip-prinsip good 

governance, serta peran aktif pemangku 

kepentingan dan masyarakat sipil dalam reformasi 

administrasi pertanahan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Administrasi Pertanahan 

Administrasi pertanahan mencakup 

serangkaian proses yang diatur untuk memastikan 

legalitas, perlindungan hak, dan efisiensi dalam 

penggunaan tanah. Tujuan utama administrasi 

pertanahan adalah memberikan kepastian hukum, 

mencegah sengketa, mendukung kebijakan tata 

ruang, serta meningkatkan investasi. Tanpa 

administrasi yang baik, tanah cenderung menjadi 

sumber konflik sosial akibat sengketa tanah yang 

tidak terselesaikan. Administrasi pertanahan 

merupakan aspek kunci dalam pengelolaan 

sumber daya tanah, yang mendasari kerangka 

hukum dan kelembagaan untuk tata kelola 

pertanahan yang baik (Adam, 2023; Chipashvili, 

2022; Petrakovska & Mykhalova, 2022). 

Administrasi Pertanahan yang sesuai dengan 

tujuan menawarkan alternatif hemat biaya untuk 

keamanan kepemilikan (Metaferia et al., 2023). 

Sistem Administrasi Pertanahan 

merupakan infrastruktur penting yang 

memfasilitasi penerapan kebijakan pertanahan di 

negara maju dan berkembang. Sistem 

Administrasi Pertanahan berkaitan dengan 

kerangka sosial, hukum, ekonomi, dan teknis 

yang harus dijalankan oleh pengelola dan 

administrator pertanahan. Empat fungsi utamanya 

adalah status kepemilikan (land tenure), nilai 

tanah (land value), penggunaan tanah (land use), 

dan pengembangan tanah (land development). 

Meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan 

keempat fungsi ini ke dalam satu kerangka 

konseptual yang didukung oleh teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) canggih, 

realitasnya di banyak negara, termasuk Indonesia, 

pengelolaan tanah masih bersifat terfragmentasi 

dan pada dasarnya bersifat analog (Enemark et 

al., 2005). 

Administrasi pertanahan di Indonesia 

merupakan instrumen penting dalam memastikan 

pengaturan dan pengelolaan tanah yang legal, 

transparan, serta berkeadilan. Landasan hukum 

administrasi pertanahan diatur oleh Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 

1960. UUPA bertujuan untuk memberikan 

kepastian hukum terkait hak atas tanah, 

mewujudkan keadilan sosial, serta mengatur 

penggunaan tanah untuk kesejahteraan 

masyarakat. Elemen inti dalam administrasi 

pertanahan, seperti pendaftaran tanah, berfungsi 

untuk mencegah sengketa dan memberikan bukti 

kepemilikan yang sah. Selain itu, pengelolaan 

tanah di Indonesia mencakup empat fungsi utama: 

status kepemilikan tanah (land tenure), nilai tanah 

(land value), penggunaan tanah (land use), dan 

pengembangan tanah (land development). Setiap 

fungsi ini menghadapi tantangan yang bervariasi 

berdasarkan kondisi sosial, budaya, serta tingkat 

perkembangan ekonomi di Indonesia 

1. Status Kepemilikan Tanah  

Salah satu aspek terpenting dari 

administrasi pertanahan adalah status kepemilikan 

tanah. Tantangan utama dalam aspek ini adalah 

konflik hak atas tanah yang melibatkan individu, 

komunitas adat, perusahaan, dan pemerintah. 

Konflik agraria menjadi isu penting, terutama di 

wilayah pedesaan dan kawasan adat. Pemerintah 

berusaha mengatasi masalah ini melalui Program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), 

yang bertujuan untuk memberikan kepastian 

hukum terkait kepemilikan tanah melalui 

sertifikasi. Upaya ini memberikan peluang besar 

dalam menyelesaikan konflik kepemilikan, tetapi 

masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti 

keterbatasan infrastruktur teknologi, keterlibatan 

pihak berkepentingan, dan tumpang tindih 

regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. 

Penggunaan teknologi informasi, termasuk 

sertifikasi elektronik, diharapkan mampu 

mempercepat proses pendaftaran dan mengurangi 

konflik kepemilikan tanah. Inisiatif seperti 

digitalisasi pendaftaran tanah dapat meningkatkan 
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transparansi, memperkuat sistem legal, serta 

memberikan perlindungan yang lebih baik bagi 

pemilik tanah. Kamilah & Yulianah, (2018) 

menekankan pentingnya pendekatan integratif 

antara teknologi dan partisipasi masyarakat untuk 

memperkuat aspek legalitas dan kepercayaan 

publik terhadap proses pendaftaran tanah. 

2. Nilai Tanah  

Nilai tanah di Indonesia sangat 

dipengaruhi oleh lokasi geografis serta dinamika 

ekonomi setempat. Wilayah perkotaan seperti 

Jakarta mengalami peningkatan nilai tanah yang 

signifikan akibat urbanisasi, pengembangan 

infrastruktur, dan permintaan pasar properti. 

Sebaliknya, kawasan pedesaan cenderung 

memiliki nilai tanah yang lebih rendah, yang 

menciptakan kesenjangan ekonomi antara 

wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan 

nilai tanah ini dapat menghambat pemerataan 

pembangunan serta menimbulkan ketidakadilan 

ekonomi. 

Untuk mengatasi disparitas nilai tanah, 

perlu ada regulasi redistribusi nilai tanah dan 

kebijakan pembangunan yang inklusif serta 

berbasis data. Potensi penggunaan teknologi 

digital dalam penilaian tanah dapat membantu 

meningkatkan akurasi dan transparansi proses 

evaluasi nilai tanah (Suartining & Djaja, 2023). 

Melalui pendekatan berbasis teknologi, 

pemerintah dapat memperkuat kepercayaan 

masyarakat dan menciptakan sistem penilaian 

tanah yang lebih adil serta responsif terhadap 

kebutuhan pasar dan masyarakat.  

3. Penggunaan Tanah 

Penggunaan tanah di Indonesia diatur 

melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

yang bertujuan untuk mengontrol pemanfaatan 

tanah sesuai dengan fungsinya, baik untuk 

pemukiman, industri, pertanian, maupun 

konservasi lingkungan. Namun, dalam 

praktiknya, pelanggaran tata ruang sering kali 

terjadi. Alih fungsi tanah, terutama dari lahan 

pertanian menjadi kawasan industri atau 

pemukiman tanpa persetujuan legal, menjadi 

tantangan besar yang berdampak pada degradasi 

lingkungan dan ketidakstabilan sosial. 

Pelanggaran ini dapat menimbulkan 

permasalahan ekologis, seperti penurunan 

kesuburan tanah dan hilangnya lahan produktif. 

Pemerintah perlu memperkuat 

pengawasan, penegakan hukum, serta integrasi 

data spasial untuk memastikan penggunaan tanah 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pendekatan berbasis data dan partisipasi 

masyarakat dapat membantu menciptakan 

kesadaran akan pentingnya tata ruang yang 

terintegrasi dan berkelanjutan. Tata ruang yang 

dirancang dengan baik tidak hanya berkontribusi 

pada stabilitas sosial tetapi juga menciptakan 

keadilan spasial yang mendukung pembangunan 

berkelanjutan. 

4. Pengembangan Tanah  

Pengembangan tanah memiliki kaitan erat 

dengan agenda pembangunan nasional, terutama 

dalam pembangunan infrastruktur besar seperti 

jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kawasan 

industri. Namun, proses pembebasan tanah yang 

lambat menjadi hambatan dalam pelaksanaan 

proyek infrastruktur dan dapat memicu sengketa 

antara pemerintah dan masyarakat. Upaya 

percepatan pembebasan tanah perlu dilakukan 

dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, 

di mana masyarakat terdampak mendapatkan 

kompensasi yang layak. 

Selain itu, pendekatan pengembangan 

tanah yang berkelanjutan harus diprioritaskan 

untuk memastikan pembangunan tidak 

mengorbankan kelestarian lingkungan dan 

kesejahteraan sosial. Williamson et al., (2008) 

menekankan pentingnya merancang strategi 

pengembangan tanah yang memperhatikan 

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan 

pelestarian sumber daya alam. Pendekatan yang 

holistik ini akan memastikan pembangunan dapat 

berjalan seiring dengan pemanfaatan tanah yang 

adil dan berkelanjutan. 

Keempat fungsi utama dalam administrasi 

pertanahan—status kepemilikan, nilai tanah, 

penggunaan tanah, dan pengembangan tanah—

menghadapi tantangan yang kompleks. Konflik 

kepemilikan tanah, terutama di wilayah pedesaan 

dan kawasan adat, menunjukkan pentingnya 
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sertifikasi tanah yang akurat melalui program 

seperti PTSL. Peningkatan pemanfaatan teknologi 

informasi dalam pengelolaan tanah akan 

memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Di 

sisi lain, ketidakmerataan nilai tanah antara 

wilayah perkotaan dan pedesaan menuntut adanya 

regulasi redistribusi yang adil untuk mendukung 

pembangunan yang merata. 

Pelanggaran terhadap tata ruang serta 

lambatnya proses pembebasan tanah 

menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat 

dan perencanaan tata ruang yang terpadu. 

Kebijakan yang mendorong tata ruang yang adil 

akan membantu menciptakan keseimbangan 

antara kepentingan ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Dalam konteks pengembangan tanah, 

keterlibatan masyarakat dalam proses 

perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur 

dapat mencegah potensi konflik dan menciptakan 

sistem pengelolaan yang lebih inklusif. 

 

Tata Kelola dalam Administrasi Pertanahan 

Tata kelola dalam administrasi pertanahan 

merujuk pada prinsip, struktur, dan proses yang 

digunakan untuk mengelola penggunaan dan 

pemanfaatan tanah dengan berfokus pada keadilan, 

transparansi, dan keberlanjutan. Tata kelola 

pertanahan memerlukan kerangka kelembagaan 

yang jelas, termasuk peran kementerian dan 

lembaga yang berkaitan dengan pengaturan dan 

pengelolaan tanah. Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional bertanggung 

jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan dan 

strategi dalam pengelolaan pertanahan, termasuk 

pendaftaran tanah, pengaturan penggunaan tanah, 

dan penyelesaian sengketa pertanahan. 

Pendaftaran tanah merupakan salah satu 

aspek inti dalam administrasi pertanahan. Dengan 

melakukan pendaftaran, pemilik tanah memiliki 

legalitas yang dapat diakui secara hukum dan dapat 

digunakan sebagai instrumen dalam kegiatan 

ekonomi, seperti jaminan pinjaman di lembaga 

keuangan, program pendaftaran tanah sistematis 

yang dijalankan pemerintah Indonesia bertujuan 

untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik 

tanah, sekaligus meningkatkan transparansi. 

Program PTSL telah memberikan dampak positif 

dalam memperluas cakupan sertifikasi tanah di 

Indonesia. Dengan adanya sertifikasi ini, 

masyarakat dapat lebih terlindungi dari sengketa 

tanah dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat 

dalam melakukan transaksi tanah. 

Pendaftaran tanah adalah proses mendasar 

dalam administrasi pertanahan yang melibatkan 

pencatatan dan pengesahan kepemilikan tanah 

secara hukum. Dengan pendaftaran ini, pemilik 

tanah memperoleh jaminan hukum yang sah atas 

tanah, yang penting dalam memberikan kepastian 

atas hak milik, batas-batas tanah, serta status 

penggunaannya. Hal ini memungkinkan tanah 

digunakan sebagai instrumen ekonomi, seperti 

jaminan kredit di perbankan. Pentingnya 

pendaftaran tanah tidak hanya berhenti pada 

pengesahan hak kepemilikan tetapi juga mencakup 

aspek perlindungan hukum yang menyeluruh bagi 

masyarakat. Sertifikat tanah sebagai hasil 

pendaftaran tanah menjadi dokumen bukti yang sah 

atas hak kepemilikan atau hak lainnya. Hal ini 

sangat penting karena, sebagaimana diungkapkan 

oleh Nurcahyo et al., (2019), sertifikasi tanah yang 

akurat membantu menurunkan jumlah sengketa 

lahan di Indonesia. 

1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) diluncurkan pada tahun 2017 

dengan ambisi yang jelas untuk meningkatkan 

pendaftaran tanah di Indonesia. Pada tahun 

pertama, targetnya adalah 5 juta bidang tanah, 

diikuti dengan 7 juta pada tahun 2018 dan 9 juta 

pada tahun 2019. Setiap tahun, kapasitas 

pemetaan dan sertifikasi tanah ditingkatkan untuk 

mempercepat proses pendaftaran dan memastikan 

perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Program 

ini diharapkan dapat menyelesaikan pendaftaran 

tanah secara menyeluruh hingga tahun 2025, 

sehingga dapat memberikan kepastian hukum 

yang lebih baik dan mengurangi potensi sengketa 

tanah di masyarakat (Nurcahyo et al., 2019; 

Rahmawati, 2022; Wulansari et al., 2021). 

Pendaftaran tanah memiliki peran penting 

tidak hanya dalam melindungi hak pemilik, tetapi 
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juga untuk memberikan informasi mengenai 

status tanah, pemilik, hak-hak yang melekat, luas, 

serta penggunaannya. Jaminan kepastian hukum 

dalam pendaftaran tanah mencakup kepastian 

status hak yang terdaftar, subjek hak, dan objek 

hak, di mana sertifikat tanah menjadi bukti resmi 

atas kepemilikan. Dalam upaya meningkatkan 

kepastian dan perlindungan hukum melalui 

program PTSL, Kementerian ATR/BPN telah 

berupaya menyempurnakan berbagai regulasi, 

meningkatkan sumber daya manusia, serta 

memperbaiki sarana dan prasarana. 

Beragam kebijakan di buat, regulasi yang 

jelas dan lengkap, termasuk petunjuk teknis dan 

surat edaran, menjadi dasar penting dalam 

pelaksanaan PTSL. mencatat beberapa terobosan 

untuk mempercepat program ini, seperti 

melibatkan pihak swasta dalam pengukuran, 

memperpendek masa pengumuman, dan 

menyediakan mekanisme untuk membantu 

masyarakat berpenghasilan rendah 

(Mujiburohman, 2018). Meski demikian, 

implementasi PTSL masih menghadapi sejumlah 

hambatan. Dokumentasi yang tidak lengkap dan 

sistem yang usang menjadi hambatan dalam 

implementasi PTSL, di mana fokus berlebihan 

pada target kuantitas yang mengorbankan kualitas 

pendaftaran. Selain itu, kompleksitas dalam 

pengumpulan dan verifikasi data, serta pluralisme 

dalam struktur penguasaan tanah, menambah 

kesulitan bagi kantor pertanahan setempat dalam 

menjalankan program sertifikasi. 

Jumlah bidang tanah di Indonesia sekitar 

126 Juta bidang, dan sampai 7 Agustus 2024 total 

bidang tanah terdaftar sebanyak 116.103.799 

bidang (92,15%), yang bersertifikat 92.728.332 

bidang (73,59%). Berikut capaian PTSL di 

tuangkan dalam tabel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Capaian PTSL Per Agustus 2024 

 
Sumber: https://www.atrbpn.go.id/ 

Program selanjutnya bersamaan dengan 

PTSL adalah memperbaiki kualitas data 

pertanahan, untuk mempersiapkan pendaftaran 

tanah elektronik. Masalah kualitas dan akurasi 

data adalah aspek penting dalam sistem 

pemerintahan untuk pengambilan keputusan. 

misalnya, saat memutuskan untuk menerapkan 

sertifikat tanah elektronik, diasumsikan bahwa 

data pertanahan yang ada memiliki kualitas yang 

baik. Kualitas data pertanahan dapat diukur 

melalui beberapa indikator, seperti jumlah bidang 

tanah yang terdaftar, penurunan sengketa tanah, 

serta keberadaan data fisik dan yuridis yang valid 

dan lengkap. Selain itu, alih media yang valid 

antara data di Kantor Pertanahan dan data di 

lapangan juga sangat penting (Suhattanto et al., 

2021; Teku et al., 2022). 

Beberapa elemen tata kelola (good 

governance) yang diterapkan dalam PTSL adalah 

sebagai berikut: Pertama, transparansi, program 

PTSL beroperasi dengan keterbukaan informasi, 

dimana semua langkah dan prosedur pendaftaran 

tanah diumumkan secara jelas kepada 

masyarakat. Ini termasuk pengungkapan biaya 

yang terlibat dan waktu yang diperlukan untuk 

mendapatkan sertifikat (Nugraha & Khairani, 

2023). Kedua, partisipasi publik, PTSL 

mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses 

pendaftaran. Masyarakat tidak hanya menjadi 

objek yang dilayani, tetapi juga berperan aktif 

dalam mengumpulkan data fisik dan yuridis 

(Ahmad et al., 2020; Dewi Mambrasar et al., 



Supadno.  /JDG Vol. 14 No. 04 (2025) 15-27 

    22 

 

2020; Wibiningtyas & Subekti, 2021). Misalnya, 

masyarakat dilibatkan dalam pemasangan patok 

batas tanah, yang meningkatkan rasa memiliki 

dan tanggung jawab terhadap tanah yang 

didaftarkan. 

Ketiga, akuntabilitas,  Otoritas Pertanahan 

Nasional (BPN) bertanggung jawab langsung atas 

pelaksanaan PTSL dan seharusnya memberikan 

laporan berkala kepada publik tentang kemajuan 

program. Hal ini memastikan masyarakat dapat 

mengawasi dan menilai proses yang berlangsung. 

Keempat, efektivitas. PTSL ditargetkan untuk 

menyelesaikan pendaftaran tanah dalam jangka 

waktu tertentu guna menciptakan kepemilikan 

yang jelas dan mengurangi sengketa tanah 

(Winarta & Trimurni, 2023). Keberhasilan 

pencapaian target ini diukur dan dievaluasi secara 

rutin. 

2. Sertifikasi Tanah Elektronik 

Sertifikat Elektronik (Sertipikat-el) adalah 

hasil dari proses pendaftaran tanah secara 

elektronik yang dituangkan dalam bentuk 

dokumen digital dan berfungsi sebagai alat bukti 

sah (Wulan et al., 2022). Untuk meningkatkan 

efisiensi administrasi pertanahan, Kementerian 

ATR/BPN telah mengimplementasikan sistem 

pendaftaran tanah elektronik sesuai dengan 

Peraturan Menteri ATR/Ka BPN No. 3 Tahun 

2023. Sistem ini mencakup digitalisasi Buku 

Tanah dan Surat Ukur, serta dokumen terkait 

lainnya seperti warkah, yang dikonversi ke format 

digital (Andari & Mujiburohman, 2023; Pramesti 

et al., 2024). Sertifikat tanah elektronik memiliki 

kekuatan pembuktian yang sah di hadapan 

pengadilan, sehingga memberikan kepastian 

hukum yang lebih kuat bagi pemiliknya 

(Sapardiyono & Pinuji, 2022). 

Pendaftaran Tanah Elektronik bertujuan 

untuk mengintegrasikan teknologi dalam layanan 

pertanahan, seperti pengarsipan dokumen, 

sertifikasi, dan pendaftaran tanah melalui 

platform digital. Menurut Masri & Hirwansyah 

(2023) transformasi ke arah digital ini merupakan 

langkah strategis untuk menciptakan administrasi 

pertanahan yang lebih efisien dan akurat. Proses 

ini memungkinkan penyimpanan data secara 

elektronik, sehingga mempermudah aksesibilitas, 

mengurangi potensi duplikasi data, serta 

memberikan transparansi yang lebih besar dalam 

setiap transaksi pertanahan. 

Namun, ada beberapa tantangan yang 

perlu diatasi, terutama terkait keamanan data dan 

perlindungan privasi. Penggunaan teknologi 

berbasis elektronik untuk sertifikat tanah masih 

membutuhkan penguatan dalam infrastruktur 

hukum dan pengawasan ketat agar data tetap 

aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang 

tidak bertanggung jawab. Silviana, (2021) 

mencatat bahwa pelaksanaan sertifikat elektronik 

harus melalui validasi data yang ketat untuk 

memastikan legalitas dan keamanan setiap 

informasi yang disimpan. 

Pendaftaran tanah berbasis elektronik 

merupakan langkah yang tak terhindarkan dalam 

mengikuti perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. Saat ini, beberapa layanan 

pertanahan elektronik telah tersedia, termasuk 

Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), pemeriksaan 

sertifikat tanah, SKPT, dan Hak Tanggungan 

Elektronik, meskipun masih banyak layanan yang 

belum digital. Meskipun sertipikat-el dianggap 

belum mendesak karena masih adanya masalah 

seperti sengketa tanah, tumpang tindih sertifikat, 

dan keamanan data, Kementerian ATR/BPN 

melihat manfaatnya dalam efisiensi, transparansi, 

dan pengelolaan arsip yang lebih baik. 

Pelaksanaan sertifikat-el akan diujicobakan di 

kantor pertanahan kota-kota besar, dimulai dari 

tanah instansi pemerintah, dan secara bertahap 

diterapkan di seluruh Indonesia (Mujiburohman, 

2021). 

Sejak di luncurkan sertifikat tanah 

elektronik pada tanggal 4 Desember 2023, telah 

di terbitkan sertifikat elektronik sejumlah 269.752 

pada 396 Kantor Pertanahan. Berikut proses 

dalam jumlah dalam bulan  yang di tuangkan 

dalam tabel berikut. 
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Tabel 2. Capaian Penerbitan Sertifikat Elektronik 

 

 
Sumber: https://www.atrbpn.go.id/ 

Sistem pendaftaran tanah elektronik 

menawarkan sejumlah manfaat penting. Pertama, 

transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem 

berbasis elektronik, seluruh tahapan pendaftaran 

dapat diawasi oleh masyarakat, sehingga potensi 

korupsi dan kolusi dapat diminimalisir. Sistem 

digital ini juga mengurangi keterlibatan pihak 

ketiga yang sering menjadi celah untuk 

penyalahgunaan wewenang. Kedua, efisiensi 

waktu dan biaya. Proses pendaftaran tanah secara 

konvensional sering memakan waktu lama 

dengan berbagai tahapan manual. Sebaliknya, 

pendaftaran tanah elektronik mempercepat waktu 

pelayanan dan mengurangi biaya administrasi 

yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. 

Digitalisasi dokumen juga mengurangi risiko 

kehilangan dokumen fisik dan mempercepat 

pengambilan keputusan dalam sertifikasi tanah. 

Ketiga, kepastian hukum yang lebih kuat, 

sistem pendaftaran tanah elektronik menciptakan 

kepastian hukum yang lebih kuat. Dengan data 

yang tercatat secara digital dan terdokumentasi 

secara jelas, risiko tumpang tindih sertifikat tanah 

dapat dihindari. Ini memberikan rasa aman 

kepada pemilik tanah serta mengurangi konflik 

pertanahan yang selama ini sering terjadi akibat 

ketidakjelasan data kepemilikan. Keempat, 

peningkatan aksesibilitas layanan, masyarakat 

dapat dengan mudah mengakses informasi 

pertanahan melalui platform daring yang 

disediakan oleh pemerintah. Hal ini mempercepat 

proses pencarian informasi terkait status tanah 

dan memudahkan masyarakat dalam melakukan 

transaksi tanah. Aksesibilitas layanan yang lebih 

baik melalui sistem elektronik dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah dalam mengelola administrasi 

pertanahan. 

Meskipun pendaftaran tanah elektronik 

menawarkan berbagai manfaat, terdapat sejumlah 

tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan 

implementasinya berjalan dengan baik. Salah satu 

tantangan utama adalah ketimpangan infrastruktur 

teknologi di Indonesia, di mana daerah-daerah 

terpencil dan sulit dijangkau masih menghadapi 

kesulitan dalam mengakses layanan berbasis 

digital. Oleh karena itu, pengembangan 

infrastruktur yang lebih merata, terutama dalam 

hal jaringan internet, menjadi langkah penting 

untuk mendukung keberhasilan sistem ini. 

Keterbatasan jaringan internet, yang masih 

ditemukan di beberapa wilayah, dapat 

menghambat proses pendaftaran tanah secara 

elektronik.  

Selain itu, keberhasilan implementasi 

pendaftaran tanah elektronik juga sangat 

bergantung pada kompetensi sumber daya 

manusia (SDM). Implementasi pendaftaran tanah 

elektronik membutuhkan tenaga kerja yang 

memiliki kompetensi dalam pengelolaan 

teknologi informasi dan data digital. Pelatihan 

dan pengembangan kapasitas SDM menjadi kunci 

penting agar sistem ini berjalan secara optimal. 

Tanpa adanya SDM yang kompeten, potensi 

kesalahan dalam pengelolaan data dan pelayanan 

masih dapat terjadi. Tantangan lain yang tak 

kalah penting adalah masalah keamanan data. 

Dalam sistem yang sepenuhnya digital, potensi 

pencurian data, manipulasi, atau peretasan selalu 

ada jika sistem keamanan tidak diperkuat dengan 

baik. Perlindungan data pribadi harus menjadi 

prioritas utama, dengan menerapkan protokol 

keamanan yang ketat dan terstandarisasi untuk 

menghindari potensi ancaman tersebut (Syafitri et 

al., 2024). 

Selain itu, pendaftaran tanah elektronik 

juga menghadapi tantangan terkait regulasi dan 

sinkronisasi data antar instansi. Tumpang tindih 
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aturan dan birokrasi yang rumit dalam 

pengelolaan data tanah menjadi hambatan dalam 

menciptakan sistem yang efektif. Sinkronisasi 

data antar instansi pemerintah daerah, 

kementerian, dan lembaga terkait harus dilakukan 

dengan hati-hati, agar tidak terjadi 

ketidaksesuaian yang dapat menimbulkan konflik 

kepemilikan tanah. Keberhasilan implementasi 

pendaftaran tanah elektronik sangat bergantung 

pada kemampuan untuk mengatasi tantangan-

tantangan ini dengan solusi yang tepat dan 

terintegrasi. 

Implementasi good governance dalam 

PTSL dan sertifikasi elektronik di Indonesia 

menunjukkan upaya pemerintah untuk 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan 

partisipasi publik dalam pengelolaan tanah. 

Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat 

memperoleh kepastian hukum atas hak atas tanah 

mereka serta mengurangi sengketa tanah. 

Transformasi digital ini juga sejalan dengan 

kebutuhan masyarakat modern untuk akses 

informasi yang cepat dan akurat, serta pelayanan 

publik yang efisien. Program PTSL dan 

Pendaftaran Tanah Elektronik mencerminkan 

transformasi tata kelola administrasi pertanahan 

di Indonesia ke arah yang lebih baik. Kedua 

inisiatif ini memberikan manfaat yang signifikan 

dalam hal efisiensi, transparansi, dan kepastian 

hukum. Meskipun tantangan masih ada, upaya 

bersama dari berbagai pihak diharapkan dapat 

mengatasi hambatan yang ada dan mewujudkan 

administrasi pertanahan yang lebih tertib dan 

modern. 

 

KESIMPULAN 

Administrasi pertanahan memiliki peran 

penting dalam pengelolaan sumber daya tanah, 

mencakup empat fungsi utama: status 

kepemilikan, penilaian tanah, penggunaan, dan 

pengembangan tanah. Untuk menciptakan 

administrasi pertanahan yang efektif, dibutuhkan 

dukungan kerangka hukum yang jelas, teknologi 

informasi yang memadai, serta tata kelola yang 

baik. Meski demikian, tantangan seperti 

fragmentasi pengelolaan, ketidaklengkapan data, 

konflik agraria, dan ketidakseimbangan nilai 

tanah masih menjadi hambatan dalam 

meningkatkan sistem administrasi yang lebih 

baik. Mengatasi tantangan ini memerlukan 

reformasi kebijakan yang berfokus pada 

perbaikan infrastruktur administrasi pertanahan 

dan peningkatan kualitas data, yang pada 

akhirnya akan mendorong efisiensi dan keadilan 

dalam pengelolaan tanah. 

Penerapan prinsip tata kelola yang baik 

dalam administrasi pertanahan, khususnya 

melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) dan sertifikasi elektronik, 

berperan penting dalam meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 

masyarakat. PTSL bertujuan untuk memastikan 

semua bidang tanah terdaftar secara legal, 

sedangkan sertifikasi elektronik memberikan 

solusi digital yang menjamin keakuratan dan 

keamanan data pertanahan. Namun, pelaksanaan 

program-program ini masih dihadapkan pada 

tantangan, seperti keterbatasan teknologi dan 

rendahnya literasi digital di beberapa daerah. 

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang 

mendukung reformasi teknologi dan peningkatan 

kapasitas masyarakat agar administrasi 

pertanahan di Indonesia dapat berjalan lebih 

efisien dan efektif. 
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